
 

 

 

WALIKOTA TASIKMALAYA 
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR TO TAUN 2004 

URALAN TUGAS JABATAN STRUCTURAL 
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

WALIKOTA TASIKMALAYA 

a. bahwa dengan dibentukya Selretniat Daerah Kot Ta.lalay 
maka untuk memperjelas dalam pelalsanaan tug,as pert disun 
raian Tugas Jabatan Struktural, 

b. bahwa Uraian Tug.as Jabat.an sebagairman.a drakesud pada hurufa 
di atas merupal.an panduan kerj.a yang harus dilaksaaka oleh 
peregang Jabatan Struktural di ling#ungan Selretaniat Deeah 
sesual dengain tugars pokok dan fungsinya, 

c. balwa berdas.ark.an pertirnbangan huruf a dan bdiat, malt 
pengaturannya perlu dituangk.an dieing.an Kegutus.a Walk.ta 

1. Undang-indang Nomor $8 Tahu 1974 ten1tang Polle-pol.ok 
Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahu 1974 No0nor S5, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 

2 Undang undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pererintaha 
Daerah ( Lembaran Negara Tahu 1999 No0nor 60, Tambahan 
embaran Negara Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tan 1999 tent.arg Perin.bang 
Kuang.an antara Pererintah Pus.at dan Daerah (Lernbaa Negara 
Tahun 2000 Nomor 72, Tambe-ha Lembaran Negara Nomor 
3848), 

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ten.tang Perubah.an At 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Polol-pol.ol 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahu 1999 No0or 169, 
Tambahan Lembaran Negara Noor 3890); 

5. Undang-u0dang Nomor 10 Tahun 20I tentang Pembentult.an Kot 
Taslernalaya (Lembacan Negara Tahun 2001 Noma 90) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2S Tahun 2000 tentang Keweenang.an 
Pererintah dan Kewenangan Provins sebagal Daerah Otoe 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nemer 54); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawa Megen Sap Dalam Jabat Struktural 
(Lembaran Negara Tahu 2000 Nomno 197); 



 

 

8. Peraturan Pererintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubaha 
tas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan egewai Negeni Sipil Dalam Jabatan Strukturel 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nam0r 33), 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang edoman 
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 200.3 
Nomor 14); 

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 
Penyusunan Persturan Perundange-undangan dan Bentle 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tatun 1999 
Noor 70; 

i. Keputusan Menteni Dalam iegeni Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
lelelk Peryusuan da Materni Muata Produl-produk Hukum 
Daerah ; 

1. Keputusan Menteni Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Bentuk Produl -produk Hukurm Daerah, 

13. Keputusan Menteni Dalam Negeni Nomor 23 Tahun 200I tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hulum Daera.h 

4. Keputusan Menteni Dalam Negeni Nomor 24 Tahun 2001 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah, 

15. KKeputusan Menteri Dalam Negeni Nomor 131.32-445 Tahun 2002 
tentang Pengesaha Pemberhentian dain Pengesahan 
engangk.ata Wal.kt Taskmalarya Prowins Jawa Barat, 

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmnalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Rencana Strategi ota Tasimalaya Tahun 2002-2007 (Lembaran 
Daerah Tahun 2003 Nomor 2); 

17 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 200.3 tentang 
Tata Cara dan Tekonik Peryusunan Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Tasikomalaya (Lembar an Daerah Tahun 2003 Noor 3), 

18. Peraturan Daerah ota Taskmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan da Susunan Organisasi Selretariat Daerah Kota 
Taskmalaya; 

9. Keputusan Walkota Tasikmalarya Noror IL Tahun 2003 tentang 
Tugas Pokok, Fungsi dan Rinian Tugars Unit Sekretariat Daerah 
Kota Taskmalaya 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG URALAN 
TUGAS JMBATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARDAT DAERAH 
KOTA TASIKMALAYA. 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Keputusan ini yang imaksud dengan 
l Daerah adalah Daerah K0ta Taskmalava 
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2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besert Perangkat 
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 

3. Walikota adalah Waikota Tasikmalay; 
4, Sekretaris Daerah adalah Sekretanis Daerah Kota Tasikmlaya, 
6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam 

Struktur Organisasi Perangkat Daerah; 
7, Uralan Tugas Jabatan Struktural adalah dasar pelaksanaan tugas 

bagi pemegang Jabatan Strukctural sebag.al pedoman kerja yang 
merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi. 

BAB II 

URALAN TOGAS JABATAN STRUKTURAL 
SEKRETARIAT DAERAM KOTA TASIKMALAYA 

Pasal 2 

Dengan Keputus.an int dlisusun Urala Tugas Jabatan Struktural Satuan 
Organisasi Sekretariat Daerah yang terdirt dari 

(I) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagal berkut; 
a. Seletaris Daerah; 
b. Asisten Tata Praja; 
c. Asisten Ekonomi Pembangunan, 
d. Asisten Administrasl 

(2) Masing-masing Asisten sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, cdan d Pasal int, membarwahkan' 
a. Asisten Tata Praja, membawabk.an 

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan 
a) Subbagian Perangkat Pemerintahan Kecamat.an dan 

Keluraha/Desa; 
b) Subbagian Otonoml Dae@ah, 
) Subbaglan Pertanahan dan Kependuduka, 

2. Bagan Hukur, membawahk.an; 
a) Subbagian Peraturan d.an Perundang -undangan ; 
b) Subbagian Bantuan ttukum 
) Subbagian Administrasi dan Doumentast #ukum 

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan 
a) Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Perjalanan 

Dinas; 
b) Subbagian Informasi; 
) Subbagian Protokol 

b. Asisten Ekonomi Pembangunan, membawahkan 
L. Bagian Ekonoml, membawahkan 

a) Subbagian Pertarian, Pertambangan dan Energi' 
b) Subbagian Perhubungan Penanaran Modal dan 

erbankan, 
c) Subbagian Perusahaan dan Ekonomi Kerakyatan 
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2. Bagian embangunan, membawahkan; 
a) Subbagian Penyusunan Program; 
b) Subbagian Pengendallan Program 
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan; 
a) Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ; 
b) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat ; 
c) Subbagian Pemuda dan Olahraga 

c. Asisten Administrasi, membawahkan 
1. Bagian Organisasi, membawahkan, 

a) Subbagian Kelembagaan, 
b) Subbagian Ketatalaksanaan; 
c) Subbagian Analisa Formasi Jabatan. 

2. Bagian Kepegawaian, membawahk.an 
a) Subbagian Urum dan Pengembangan Pegawal; 
b) Subbagian Mutasi; 
¢) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan, 

3. Bagian Keuangan, membawahk.an 
a) Subbagian Anggaran ; 
b) Subbagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai; 
c) Subbagian Pembukuan dan Verifkasi 

4, Bagian Urum, membawank.an, 
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; 
b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Ta0gga, 
c) Subbagian Sandi dan Telekornun#kast 

Pasat 3 

() Susunan Ural Tug.as Jabatan Strukctural sebagaimana 
dioak.sud asal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupak.an 
bagian tidak terpisahkan dani Keputusan ini 

(2) Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana dimnaksud ayat 
(I) Pasal ini, merupakan panduan kerja bag pemegang jabatan 
struktural di lingkungan Sekretaniat Daerah Kot% Tasikmnalarya 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka segala ketentuan yang 
betentangan dengan Keputusan ini dinyatalk an tidak berlaku lagi 

• 



 

H. BUBUN BUN'YAMIN l 

Keputusan ini mulai berlakg sejak tan@gal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenintahkan 
pengundangan Keputusan ini dengan menempatkanya dalam 
Lembaran Daerah Kot Tasikmnalay.a 

Hat-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputus.an ini akan 
dirtetaplan kemudian dalam Keputusan tersendirt sesuai dengan 
ketentuan dan eraturan Perundang-undangan yang berlak 

KETENTUAN PENUTUP 

di Tasi 
12.11.2 

MIS DAERAN KOTA 'ASIKMALAYA 

at I 
1 785 

.' 
RAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 97 SERI D 


